
PERATUNAI{ DAERATI PROVINSI SINfiATERA UTARA
NOMOR I TArrUil 20tt

TEI{TANG

PERTAI{GGUNCN'AWABA!{ PELAKSAIVAAN ANGGARAN PEI{DAPATAT{ DAN
BPLAHJA DAERAH PROVINSI SUMATERA U"ARA TAITUil AISGGARAN 2AIO

DENGAN RAHMAT TUIIAIT YAI{G IVIAHA ESA

GUBERnUR SUIIIATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Mengingat : 1.

32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48441, Kepala Daerah mengajukan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

kepada Dewan Perwakilan Ratqyat Daerah (DPRDI berupa

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 {enam} bulan setelah tahun

arlggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2010;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

b.

2.



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OOO (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

6. Undang-Undang Nomor l" Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OOB tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aS a).;

l0.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l:'



ll.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 52, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52161;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2LO,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O28);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aT I2);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSA2l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwn 2OO5 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAS Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5O3);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a57al;

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OAS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45751;



lg.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentang Hibah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

22.Perafiiran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a693);

26.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Flarang I Jasa Pemerintah;



2T.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl.tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OOT tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penlrusunan Laporan
Pertanggungj awaban Bendahara serta Penyampaian ;

3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLI tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3l.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Prrcvinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran z}l1 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 20rc Nomor 4);

32.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA8 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

34.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara

(kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 9);
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35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEII{UTUSKAN:

MenetaPKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

{1}. Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi APBD;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1)

huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

Surplus

c. Pembiayaan...........

- Penerimaan.........
- Pengeluaran........

Pembiayaan Netto

Rp. 3.885 .636.14O.5 1 1,99

Rr:. 3.666.7Q6. 173.982.00

Rp. 218929.966.529,99

Rp. 346.533.46I.276,29
Rp. 16O.578.704.807.OO

Rp. 185.954.756.469,29



Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. ( 106.3 63.967 . I 34,0 I l dengan rincian sebagai berikut :

l. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 3.992.000.1A7.646,A0

2. Realisasi Rp.3.885.636.1a0.511"99

Selisih kurang Rp. {106.363.967,L34,OL)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 471.084.661.834,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 4.I37.790.835.816,00

2. Realisasi Rr:.3.666.?06.173.982.00

Setsih kurang Rp. 47L.O84-661.834,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. {36a.72O.694.699,99) dengan rincian sebagai berikut :

d. Selisih anggatan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. {0,29} dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubatran Rp. 346.533'46L.276'OA

2. Realisasi Rr. 346.533.49!.276.29

Seiisih kurang.... RP. (0,29)'

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 40.164.028.299,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

2. Realisasi

Selisih kurang....

1. Defisit setelah perubahan

2. Realisasi

Selisih kurang

setelah perubahan

2. Reaiisasi pembiayaan neto ....'........

Rp. { 1a5.790.7 28.170,00)

Ptp. 2I?.9?9.966.529.99

Rp. {364. 7 20 .69 4 .699,99l,

Rp. 145.79A.728.170,00

F<r' 155.95a.7 59.a69.29

Rp. 200.742.733.106,00

Rp. 160.578.704.8O7.O0

Rp. 4A.164.O28.299,O0

Selisih allggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. {aO. L64.O28.299,29lldengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto



Selisih lebih Rp. (a0. rc4.A28.299,29)

Pasd 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada
Tahun 2010 sebagaimana berikut :

Pasal I huruf b per 31 Desember

Jumlah Asset LO.429 .628.437 .47 4,9A

389.41 L.LzL.894,AA

10.o40.2 17.3 1 5. 580,90

Jumlah Kewajiban

Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2ALA sebagai
berikut:

Rp.

Rp.

Rp.

a.

b.

c.

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2OLO....

b. Arus kas dari aktivitas operasi...........

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non

keuangan

d. Arrrs Kas dari aktivitas pembiayaan...

e. Arus Kas dari alrtivitas non anggaran

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2010

Rp. 346.568.446.27 6.,29

Rp. 935.8 64.433.7 73.,99

Rp. (7 16.934.467. 184,00)

Rp. { 1 60. 57 8.7 A4.8O7,OAl

Rp. L.963.74A.295,OO

Rp. 408.6A6389.829,28

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos*pos lapora.n

keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran
Lampiranl.l : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urllsan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiranl.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;



b.

c.

d.

LampiranI.3

LampiranI.4

LampiranI.S

LampiranI.6
LampiranI.T
LampiranI.S

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11
LampiranI.l2
Lampiranll
LampiranIII
LampiranlV

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah, menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
Daftar jumlah pegawai per golongan per
jabatan ;

Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya (DPA-L);

Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercanfum dalam Lampiran vI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 9
Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2010
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggUngiawaban pelaksanaan
APBD T.A 2O1O.
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Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal tl $19arfi1a *otl

Plt. GUBERIIIUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO ITUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal /4 Drxartl+ a.on

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

A/w
NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OTl NOMOR . "q



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVII{SI SUMATERA UTARA
1TOMOR Ir TArrUil aOLt

TEITTANG

PERTAI{GGUGJAWABAI{ PELIIKSANAAT{ ANGGARAN PEI{DAPATAIT DA![
BSLANJA DAPRATI TATIUN ANGGARAN 2O1O

I. PEilJELASAN UMUlIfi

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1O adalah
sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2AA2 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O07 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

IT. PENJELASAIT PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 2

Pasel 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

kcal 7
Pasal 8

Huruf a :

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2O1O terdiri dari :

Kas yang berada di Bendahara

Umum Daerah {BUD) Rp. 396.522.7 69.948,28

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 10.084'894.586'00

Kas di Bendaha.ra Penerimaan Rp. L.998.725.295,O0
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

NOMOR*.
t


